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Videotron Pemprov Kalsel Akan Disewakan ke Swasta untuk Tambah Pendapatan 

Daerah 

 

 
Sumber gambar: 

https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/04/videotron-pemprov-kalsel-akan-disewakan-ke-

swasta-untuk-tambah-pendapatan-aerah 

 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sejumlah Videotron di 

berbagai lokasi strategis. 

Rencana, Videotron disewakan ke swasta. Seperti yang Sekdaprov Kalsel, Roy 

Rizali Anwar, sumber-sumber tambahan PAD diperlukan karena semakin bertambah 

bantuan dari pusat semakin berkurang. 

“Videotron ini diharapkan tidak hanya untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan 

pemerintah, tapi juga bisa menjadi sumber PAD bagi pemerintah daerah,”, Senin 

(4/4/2022). 

Apalagi kebanyakan Videotron yang dimiliki saat ini berada di posisi strategis, 

yaitu di tengah kota, halaman kantor SKPD, perempatan jalan. 

Pada saat yang sama, Roy, seorang pemuda, memutuskan bahwa akan lebih baik 

baginya untuk dapat mencari nafkah jika ia mampu melakukannya. 

Karena itu, Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar meminta kepada instansi terkait untuk 

segera membuat regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) mengenai rencana sewa 

Videotron. 

“Tapi regulasinya. Kalau perlu buat perdanya. Ketika saatnya tiba, Anda akan 

dapat merevitalisasi rumah Anda dan kembali ke rumah, bahkan jika Anda tidak 

menginginkannya. Pada saat yang sama, Bakeuda dan Biro Hukum tinggal bersama. Jika 
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Anda tidak menemukan apa yang Anda cari maka tanyakan saja, dan kami akan berusaha 

agar Anda siap untuk pergi, ”kata Roy. 

Tak hanya memanfaatkan Videotron yang ada, dan juga meminta agar agar 

ditambah untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah. 

“Nanti, Diskominfo tolong dikaji lagi titik-titik strategi yang mungkin bisa 

dikerjasamakan videotron agar videotron dibangun. Apalagi banyak pengusaha videotron 

yang mau kerja sama dalam pembangunan videotron ini,” kata Roy lagi. 

Tidak hanya itu, Roy juga meminta agar Dinas Kominfo bersama instansi terkait 

terkait waktu strategi pemasangan informasi penting di pen penikiknan. 

 

Sumber berita: 

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/04/videotron-pemprov-kalsel-akan-

disewakan-ke-swasta-untuk-tambah-pendapatan-aerah, 04 April 2022.  

2. https://www.harianbanjar.com/, 04 April 2022. 

 

Catatan: 

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan 

lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai 

salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. 

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan 

desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.  

a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana 

keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya 

merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk 

membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan 

dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan 

tercapai kesejahteraan bersama. 

Jenis-Jenis Retribusi Daerah  

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2009, yaitu: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal
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1. Retribusi Jasa Umum 

2. Retribusi Jasa Usaha 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 


